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PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang

dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan

penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

BUSTAMI BIN ALI UMAR, NIK. 1305012404600001, tempat dan tanggal lahir
Lubuk Alung, 24 April1960, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pasar Mudik
No.25 Pasar Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai Pemohon I.

MARYENTI BINTI AYUN, NIK. 1305014303640001, tempat dan tanggal lahir
Lubuk Alung, 03 Maret 1964, agama Islam, pendidikan Strata
I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Pasar
Mudik No.25 Pasar Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai Pemohon Il
Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada
NULIANA RAHAYU, S.H.l, Advocates and Legal
Consultant NULIANA RAHAYU, S.H.l. dan PARTNERS,
Jalan Sam Ratulangi kelurahan Jalan Baru, kecamatan
Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi
Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6

Februari 2024; sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7
Februari 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prm.,
tanggal 4 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | telah menikah dengan Pemohon Il serta telah
melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 6 Februari
2015 di rumah Pemohon Il,Pasar Mudik,kecamatan Lubuk Alung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri
Qadhi Nikah yang bernama AINARIS, yang bertindak sebagai wali nikah
Pemohon Il adalah kakak kandung Pemohon Il yang bernama Suardi,
dengan saksi-saksi bernama;
1.1. BUDI ARDHANUS, bertempat tinggal di Kampung Tangah
Balai Hilir Nagari Lubuak Alung, Kecamatan Lubuak Alung,
Kabupaten Padang Pariaman;
1.2. SYAFARUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Sudirman
Pasar Mudik
Dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon | dan Pemohon II, Pemohon |
berstatus duda dengan cerai mati (yang berumur = 55 tahun ), sedangkan
Pemohon Il berstatus Janda cerai hidup (yang berumur £ 51 tahun);
3. Bahwa Pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi rukun
dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il membina rumah
tangga di Pasar Mudik No.25 Pasar Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dikarunia anak;
6. Bahwa selama Pemohon | dengan Pemohon Il membina rumah tangga,
tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang Pernikahan Pemohon | dan
Pemohon |l dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon | dan

Pemohon II;
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7. Bahwa agar pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il terlindungi

secara hukum maka Pemohon | dan Pemohon Il ingin mendapatkan bukti

resmi dari pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dengan ini memohon

Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon | dengan

Pemohon |l agar ditetapkan sahnya pernikhan yang telah Pemohon |

dengan Pemohon Il lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon | dengan Pemohon
Il memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan
pemohon | dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar
sebagai berikut:
Primer :

1. Mengabulkan Permohonan | dan Permohonan II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon II

(BUSTAMI bin ALI UMAR) dengan Pemohon II (MARYENTI binti AYUN)

yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2015 di Kecamatan Lubuak

Aluang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon II;
Subsidier :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir
di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada NULIANA RAHAYU,
S.H.l., Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari
2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasinya diantaranya
Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Advokat Kuasa dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Ketua Majelis
menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;
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Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti-bukti berupa:
Saksi
1. saksi adalah ibu kandung Pemohon II, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah

pada tanggal 6 Februari 2015;
- Bahwa saksi ------ hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon | dengan

Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah kakak kandung Pemohon Il

yang bernama Suardi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Budi Ardhanus dan

Syafaruddin;
- Bahwa maharnya berupa Mahar Seperangkat alat sholat dibayar tunai sesaat

setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon | ketika menikah dengan Pemohon Il adalah Jejaka,

dan Pemohon Il berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga, baik

berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang

menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon | dengan Pemohon II membina rumah

tangga tinggal dan menetap di Pasar Mudik No.25 Pasar Lubuk Alung
Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat sampai sekarang, sampai sekarang;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak dikaruniai

anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon |

dengan Pemohon lI;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau

suami dari Pemohon | dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan penetapan nikah ini untuk

memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai

suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
2. , saksi adalah tetangga Para Pemohon, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah

- pada tanggal 6 Februari 2015;
- Bahwa saksi selaku tetangga hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon |

dengan Pemohon lI;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah kakak kandung Pemohon I

yang bernama Suardi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Budi Ardhanus dan

Syafaruddin;
- Bahwa maharnya berupa Mahar Seperangkat alat sholat dibayar tunai sesaat

setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon | ketika menikah dengan Pemohon Il adalah Jejaka,

dan Pemohon Il berstatus Janda cerai hidup;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga, baik
berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang
menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;

- Bahwa setelah menikah Pemohon | dengan Pemohon Il membina rumah
tangga tinggal dan menetap di Pasar Mudik No.25 Pasar Lubuk Alung
Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera

Barat sampai sekarang, sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak dikaruniai

anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon |

dengan Pemohon lI;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau

suami dari Pemohon | dan Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah keluar dari agama Islam;
Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
keabsahan kuasa Para Pemohon;
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Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan didampingi oleh
Kuasa Hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan
perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2022;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah ditandatangani oleh
penerima kuasa bernama NULIANA RAHAYU, S.H.l., sebagaimana tercantum
dalam surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2024 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dan setelah diteliti, kuasa tersebut
telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang
masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan permohonan isbat
nikahnya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum, maka Majelis Hakim
perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal
standing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan
landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 1959 dan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur
tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut
secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut
kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut
secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat
kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak
sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi
ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat
(5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal
mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan
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disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta
atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas
kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Para Pemohon
yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli berita
acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka
telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara a quo;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan
mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan
keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang
diberikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon telah memenuhi persyaratan
surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat
untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Para Pemohon
berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;
Pokok Perkara
Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah
sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon | telah menikah dengan Pemohon Il serta telah
melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 6 Februari
2015 di rumah Pemohon II, di Pasar Mudik,kecamatan Lubuk Alung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri
Qadhi Nikah yang bernama Ainaris, yang bertindak sebagai Wali Nikah
Pemohon Il adalah kakak kandung Pemohon Il yang bernama Suardi,
dengan saksi-saksi bernama Budi Ardhanus dan Syafaruddin, Dengan
mahar Mahar Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi

rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon |
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dengan Pemohon Il tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

3. Bahwa agar pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il terlindungi secara
hukum, maka Pemohon | dan Pemohon Il ingin mendapatkan bukti resmi
dari pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, selain itu Pemohon |
dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), serta
untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon | dan Pemohon II,
untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon | dengan
Pemohon Il selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari
Pengadilan Agama Pariaman;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah

mengajukan bukti berupa bukti surat P, serta saksi-saksi yaitu
dan ,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan
Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il melangsungkan pernikahan secara
syari'at Islam pada tanggal 6 Februari 2015 dirumah Pemohon I, di Pasar
Mudik,kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon Il adalah
kakak kandung Pemohon Il yang bernama Suardi, dengan saksi-saksi
bernama Budi Ardhanus dan Syafaruddin, Dengan Mahar Seperangkat alat
sholat dibayar Tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan setempat;

2. Bahwa status Pemohon | Jejaka, dan Pemohon Il Janda cerai hidup;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sewaktu menikah dan sampai saai ini
beragama Islam;

4. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,

hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula
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bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il
selama mereka hidup sebagai suami istri;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dilangsungkan pada
tanggal 6 Februari 2015 di rumah Pemohon IlI, di Pasar Mudik,kecamatan
Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah
memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam,
namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan;
Pertimbangan Petitum Demi Petitum
Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :
Petitum Tentang Sahnya Perkawinan
Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi
pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon | dan Pemohon
Il pada tanggal 6 Februari 2015 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun
pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan
perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli
figih mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana
dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam Kita ab al-Figh 'alaa al-Madzaahib al-
Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon
jilid 1V halaman 12, yaitu:

OB ZB3) dsas 1 755 5 dzg) (g9 Olaalag drpo
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“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai
perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijjab gabul)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di
persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan
hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon
telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan
demikian maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan.
Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang
melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan ltsbat Nikah
para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada para
Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan
kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lubuk
Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor
50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohion Il;
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Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
Amar Penetapan
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Bustami bin Ali Umar)
dengan Pemohon Il (Maryenti binti Ayun) yang dilaksanakan pada tanggal
6 Februari 2015 di kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan
Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Penutup
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Erwin Effendi,
S.H., sebagai Hakim Ketua, Amrizal, S.H. dan Armen Ghani, S.Ag., M.A,,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Meirita, S.H, sebagai
Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon Il / Kuasanya;

Hakim Ketua,

Erwin Effendi, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Amrizal, S.H Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,
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Meirita, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP R 50.000,00
p
2. Proses R 75.000,00
p
3. Panggilan R 0,00
p
4. Meterai R 10.000,00
p
R 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
p
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